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Abstrak

Pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk
kepentingan komersial banyak dikeluhkan oleh penjual di Aplikasi Shopee.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait kebijakan
aplikasi Shopee terhadap pelanggaran hak cipta atas foto produk yang
digunakan untuk kepentingan komersial dan untuk mengetahui kesesuaian
antara kebijakan Shopee mengenai pelanggaran hak cipta atas foto produk
dengan ketentuan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
ialah metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan
hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait serta menggunakan metode
analisis data kualitatif bersifat dekriptif analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan Shopee telah mengatur masalah pelanggaran
hak cipta atas penggunaan foto produk tanpa izin dengan cara mengeluarkan
kebijakan dalam Pusat Edukasi Penjual yang dapat diakses secara mandiri
oleh penjual, selain itu Shopee juga memberikan layanan aduan dan
pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta melalui Shopee
Brand IP Portal. Ditinjau melalui Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik yang menganatkan perlunya sistem pecegahan untuk kegiatan
yang menimbulkan kerugian, sistem Shopee belum mampu mencegah dan
mendeteksi secara awal adanya pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto
produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Kata Kunci: Kebijakan Shopee, Hak Cipta, Foto Produk, Tanpa Izin.

Abstract
Copyright infringement of unauthorized use of product photos for
commercial purposes is widely complained by sellers on the Shopee
Application. This study was conducted with the aim of finding out about the
Shopee application policy regarding copyright infringement of product
photos used for commercial purposes and to determine the suitability between
Shopee's policy regarding copyright infringement of product photos with the
provisions in Indonesia. The method used in this study is the normative legal
approach method with secondary data consisting of primary legal materials
such as laws and regulations and secondary legal materials in the form of
related books and journals and using qualitative data analysis methods that



are descriptive analytical. The results of the study indicate that Shopee's
policy has regulated the issue of copyright infringement of unauthorized use
of product photos by issuing a policy in the Seller Education Center which
can be accessed independently by sellers, in addition Shopee also provides
complaint services and sanctions against perpetrators of copyright
infringement through the Shopee Brand IP Portal. Reviewed through Article
24 Paragraph (2) of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning
Electronic System and Transaction Organizers which stipulates the need for
a prevention system for activities that cause losses, the Shopee system has not
been able to prevent and detect early copyright infringement for the use of
product photos without permission for commercial purposes.

Keywords: Shopee Policy, Copyright, Product Photos, Without Permission.

1. PENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang muncul dari kemampuan
individu dalam berpikir dan menciptakan karya atau inovasi yang bermanfaat
bagi orang lain. Salah satu HKI di Indonesia yang diakui dan diberikan
perlindungan adalah hak cipta yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014. (UUHC) Cara UUHC menghargai seorang pencipta adalah dengan
memberikan perlindungan yang luas terhadap suatu karya ciptaannya.

Pasal 40 UUHC menyebutkan apa saja ciptaan yang dilindungi. Salah
satunya ialah karya fotografi. Karya fotografi mencangkup semua gambar yang
dihasilkan melalui penggunaan kamera. Sehingga aturan tersebut telah
menyatakan bahwasannya fotografi termasuk dalam kategori karya cipta yang
mendapatkan perlindungan hukum.

Perkembangan teknologi juga turut memberikan pengaruh yang besar pada
berbagai bidang kehidupan. Aspek tersebut meliputi kemajuan dalam bidang
informasi, pendidikan, bisnis dan lain sebagainya. Salah satu hasil kemajuan
yang berkaitan dengan bisnis ialah muncul aplikasi jual beli yang dapat
dilakukan secara daring termasuk dalam menawarkan suatu produk. Pelanggaran
hak cipta yang berkaitan erat dengan hal ini adalah ketika terdapat penjual yang
mengambil, menggunakan dan mengunggah serta menyebarkan foto produk
milik orang lain untuk kebutuhan komersial secara tidak resmi.

Aplikasi jual beli secara daring yang banyak digunakan oleh masyarakat

di Indonesia ialah aplikasi Shopee. Kemudahan dalam mengakses menjadikan
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beberapa penjual dalam aplikasi Shopee tersebut mengeluh jika foto produk
miliknya diambil tanpa izin dan digunakan untuk media promosi oleh pihak lain.
Aplikasi Shopee merupakan salah satu pelaku transaksi elektronik yang wajib
tunduk pada aturan yang ada di Indonesia, termasuk pada Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
Penjelasan Pasal 25 undang-undang tersebut menerangkan bahwa segala bentuk
informasi elektronik yang didaftarkan seperti hak cipta itu wajib dilindungi.
Informasi elektronik yang dimaksud pada peraturan tersebut juga termasuk
perlindungan terhadap gambar.

Aplikasi Shopee sebagai penyedia layanan jual beli, dalam kebijakanya
pada Pusat Edukasi Penjual telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan
dengan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, diperlukan
penelitian lebih mendalam dengan rumusan masalah yang akan dibahas penulis
ialah bagaimana kebijakan aplikasi Shopee terhadap pelanggaran hak cipta atas
foto produk yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial dan apakah
kebijakan aplikasi Shopee mengenai pelanggaran hak cipta atas foto produk
sudah sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai penulis
ialah untuk mengetahui terkait dengan kebijakan terkait pelanggaran hak cipta
atas penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial dan untuk
mengetahui kesesuaian kebijakan Shopee dengan ketentuan peraturan yang

berlaku di Indonesia.

2. METODE
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, atau
dikenal sebagai metode pendekatan perundang-undangan atau statute
approach. Metode yuridis normatif dengan merupakan proses penelitian di
mana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum ini menerapkan titik

utama penelitian ada pada peraturan perundang-undangan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan Aplikasi Shopee terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Foto
Produk yang digunakan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial

Foto produk memegang peranan penting dalam penjualan online di
mana foto yang menarik dapat memberikan kesan pertama yang positif bagi
calon pembeli. . Foto produk dapat membangun kepercayaan konsumen
dengan memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang suatu produk.
Hal ini menjadi penting karena dengan adanya foto produk dapat
menggantikan pengalaman pembeli dalam melihat suatu produk secara
langsung di mana kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan dalam kegiatan jual
beli secara online.

Pelanggaran penggunaan foto produk secara komersil oleh pihak lain
tanpa izin pada aplikasi Shopee telah dikeluhkan oleh banyak penjual di
aplikasi yang bersangkutan. Penjual mengeluhkan bahwa foto produk yang
dimiliki dan diunggah di Shopee sebagai bagian dari media promosi jualan
justru diunggah ulang oleh penjual lainnya. Pengunggahan ulang foto
produk sebagai media promosi tersebut dilakukan tanpa izin pemilik ciptaan
yang asli.

Meskipun tidak melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung
namun peran dan pengelolaan marketplace merupakan hal yang esensial.
Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan platform agar tetap aman
dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan pada Pasal 10 UUHC
tersebut memberikan petunjuk bagi marketplace sebagai pengelola tempat
perdagangan untuk tidak memberikan fasilitas penjualan ataupun
penggandaan barang yang sekiranya sudah terlihat jelas melanggar hak
cipta. Larangan ini menekankan tanggung jawab hukum bagi pengelola
dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di marketplace yang mereka kelola.

Shopee mengeluarkan sebuah artikel yang diberi judul “Tentang
Pelanggaran Produk”. “Tentang Pelanggaran Produk™ berisikan tentang
daftar produk-produk yang tidak sesuai dengan kebijakan Shopee. Shopee
menyebutkan salah satu yang terdeteksi sebagai pelanggaran produk ialah

“Pelanggaran Hak Cipta Foto/Video Produk” yaitu emakai foto maupun
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video produk dari penjual lain yang digunakan tanpa izin dari pihak
bersangkutan.

Shopee sebagai penyedia layanan jual beli memiliki kebijakan yang
harus ditaati oleh setiap penjual. Terdapat ketentuan yang disepakati
bersama dan berlaku antara pihak penjual dan marketplace sebagai bentuk
hubungan bisnis yang terjadi antara mereka berdua. Marketplace juga perlu
mengetahui segala hal yang berkaitan dengan barang yang akan dijual oleh
mitra penjual. Kesepakatan ini menjadi landasan hukum bagi hubungan
keduanya. Maka dari itu segala ketentuan tersebut harus ditaati oleh semua
pihak.

Kebijakan Shopee tersebut dapat diakses dengan mudah oleh
siapapun melalui website Pusat Edukasi Penjual:

https://seller.shopee.co.id/edu/home. Namun, aturan tersebut seringkali

hanya dibuka ketika penjual memiliki inisiatif untuk mengetahui informasi
terkait kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Shopee tidak
mewajibkan penjual untuk membaca terlebih dahulu semua aturan yang
terdapat dalam Pusat Edukasi Penjual pada saat penjual membuka toko pada
Shopee untuk pertama kali. Sehingga meskipun Shopee memiliki kebijakan
yang melarang penggunaan foto produk tanpa izin, terkadang tidak semua
penjual mengetahui atau memahami peraturan tersebut.

Secara garis besar, kebijakan Shopee terkait hak cipta mengatur
mengenai hal-hal dibawah ini, antara lain:
a. Memahami Hak Kekayaan Intelektual dan Pelanggarannya
b. Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
c. Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

o

Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Shopee Brand
IP Portal.

a) Memahami Hak Kekayaan Intelektual dan Pelanggarannya
Shopee menjelaskan bahwa pihak lain dilarang menggunakan aset
tersebut kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pemiliknya.

Penggunaan aset tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap HKI.
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b)

Shopee juga telah menegaskan bahwa salah satu hak cipta yang
dilindungi dalam platform-nya ialah mencangkup foto yang digunakan
dalam mempromosikan suatu produk.

Kebijakan ini juga memberikan pembeda antara tindakan yang
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi penjual agar tidak
melakukan sesuatu yang melanggar hak cipta.

1) Hal yang diperbolehkan: membuat konten yang asli dan jika dalam
pembuatan konten mengharuskan untuk menyertakan karya milik
orang lain maka harus dipastikan mendapat izin dari pemilik hak
cipta.

2) Hal yang tidak diperbolehkan: hindari menyertakan karya orang lain
secara keseluruhan atau hanya sebagian tanpa izin dari pemilik hak
cipta. Hal ini juga mencakup penggunaan foto dari toko lain untuk
dijual atau dipromosikan pada produk yang dijual.

Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Penjual diharuskan untuk mengunggah produk asli karena Shopee

sangat melindungi hal-hal yang berkaitan dengan HKI. Daftar produk

dapat dilaporkan melanggar hak cipta jika memenuhi kriteria berikut ini:

1) Menjual barang tiruan, imitasi, atau replika; 2) Menjual barang yang

meniru desain atau bentuk/logo yang menjadi suatu ciri khas suatu

barang tertentu; 3) Mengandung merek dagang terdaftar tanpa izin dari
pemilik merek tersebut

Selain itu, saat mengunggah daftar produk, penjual diwajibkan untuk
mencermati hal-hal berikut ini: 1) Nama produk; 2) Deskripsi produk; 3)
Foto produk, agar tidak memiliki kesamaan dengan produk lain.

Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Tujuan diberikannya penalti ialah memberikan peringatan kepada

penjual yang tidak memenuhi kebijakan toko dalam Shopee. Terdapat 3

bentuk penalti yang diberlakukan berdasarkan kebijakan Shopee, antara

lain: 1) Diblokir dan/dihapus; 2) Penghentian keuntungan eksklusif; 3)

Pembatasan akun



d) Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Shopee Brand
IP Portal
Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran HKI hanyalah para pemilik
hak cipta, merek dagang, pemilik paten atau perwakilan yang resmi secara
hukum. Shopee Brand IP Portal dirancang untuk menjaga kepentingan
pemilik HKI, sekaligus memastikan Shopee tetap menjadi tempat jual beli
yang aman dan adil bagi semua pengguna. Terdapat tiga hal yang dapat
dilakukan dalam Shopee Brand IP Portal antara lain:
1) Melakukan pendaftaran dan meyerahkan dokumen HKI untuk
memverifikasi produk yang dijual di Shopee;
2) Melaporkan kasus pelanggaran HKI untuk kemudian ditindaklanjuti
oleh Shopee;
3) Melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang dilaporkan baik
yang sedang berlangsung maupun yang telah terselesaikan.

Shopee memiliki kebijakan melalui Pusat Edukasi Penjual untuk
menangani pelanggaran hak cipta. Shopee bertanggung jawab dengan
menyediakan layanan pelaporan melalui Shopee Brand IP Portal bagi
pemilik HKI jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan hal yang diuraikan diatas
bahwa untuk diberlakukannya sebuah penalti atau sanksi, pihak penjual
selaku pemegang hak cipta harus dituntut aktif dan memiliki inisiatif sendiri

untuk melaporkan pelanggaran HKI terhadap produknya.

3.2 Kesesuaian antara Kebijakan Aplikasi Shopee mengenai Pelanggaran
Hak Cipta atas Foto Produk dengan Ketentuan di Indonesia
Penggunaan foto produk orang lain tanpa izin dan kemudian
digunakan untuk media pemasaran bukan hanya merugikan bagi pemegang
hak cipta atas foto produk tersebut, namun juga merugikan pembeli karena
memungkinkan barang yang dijual tidak sesuai dengan yang di tampilkan
dalam media iklan. Berkaitan dengan konsumen, mereka dapat dirugikan
karena menerima produk yang tidak sesuai dengan gambar, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal

4 Angka 3 mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang
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akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang
dibeli.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 10 Ayat 3 huruf a
menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menjual setiap barang yang
merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Selain itu,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Pasal 65 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan
perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik wajib
menyampaikan data atau informasi yang lengkap dan tepat. Selanjutnya
dijelaskan pada pasal dan undang-undang yang sama di ayat kedua bahwa
pelaku usaha tidak diperkenankan menjual barang dan/atau jasa yang tidak
sesuai dengan data atau informasi yang telah disampaikan.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang jelas
atas produk dan atau jasa sehingga tidak ragu untuk membeli dan
menggunakannya. Prinsip itikad baik memegang peranan penting dalam
kegiatan jual beli karena konsumen berhak memperoleh informasi yang
lengkap dan jelas mengenai produk yang ditawarkan. Sementara itu, penjual
wajib dengan itikad baik menyampaikan informasi yang akurat dan jujur
tentang barang yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak terkait
produk yang diperjualbelikan, sehingga dapat mengurangi risiko
pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam transaksi jual
beli online, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, asas
itikad baik menjadi sangat krusial dalam setiap perjanjian, termasuk dalam
perjanjian jual beli online.

Marketplace seperti Shopee dikategorikan sebagai penyelenggara
sistem eketronik. Pasal 3 Ayat (1) PP 71/2019 menyatakan bahwa setiap
penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik
dengan aman dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem

elektronik sebagaimana mestinya. Shopee sebagai penyelenggara sistem



elektronik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan
bahwa sistem mereka tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban marketplace terkait
pelanggaran hak cipta secara umum dijelaskan melalui Pasal 10 UUHC.
Selain itu, tanggung jawab pengelola marketplace juga lebih rinci dijelaskan
pada Pasal 15 UUITE. Pasal 10 UUHC memberikan tanggung jawab yang
besar kepada pengelola tempat perdagangan untuk tidak membiarkan
penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat
perdagangan yang mereka kelola. Pasal 15 Ayat (1) UUITE juga
mengamanatkan bahwa operasional sistem elektronik harus berjalan
sebagimana mestinya. “sebagaimana mestinya” mengandung arti bahwa
setiap pelaksanaan sistem elektronik harus sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15 ayat (3) UUITE dianggap memberikan kelongggaran pada
platform terkait pertanggungjawaban jika pelanggaran dilakukan karena
adanya kesalahan dan kelalaian dari pengguna sistem elekronik. Namun
mengingat urgensi muatan materi dari pasal tersebut yang pada dasarnya
menekankan pentingnya kesadaran pedagang untuk selalu berhati-hati
untuk tidak menjual barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan
yang ada. Maka dari itu, pedagang yang merupakan pengguna platform
memang harus bertanggung jawab atas barang yang mereka jual.
Pertanggungjawaban marketplace terkait transaksi yang dilakukan oleh
para pengguna aplikasi sudah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan setiap
marketplace yang seharusnya telah dibaca dan dipahami oleh para
pengguna. Sehingga, ketika penjual melakukan pelanggaran maka penjual
dianggap lalai dalam menaati syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh
marketplace.

Sebagai pengelola jual beli online, jika dapat dibuktikan bahwasanya
kesalahan atau kelalaian merupakan perbuatan penjual, maka pihak
pengelola marketplace tidak bertanggung jawab. Namun, jika pihak
pengelola marketplace melakukan kesalahan dengan tetap memfasilitasi
dan membiarkan pelanggaran hak cipta maka platform tersebut baru dapat

dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 UUHC.
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UUITE, Pasal 9 mengamanatkan bahwa "Pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui  Sistem Elektronik harus menyediakan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.” Maka dari itu, dalam Kebijakan
Pelanggaran HKI pada Pusat Edukasi Penjual Shopee mengharuskan
penjual untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya seperti
mencantumkan nama, dekripsi, dan foto produk yang asli dalam
mengunggah suatu produk dengan tujuan memberikan informasi yang
sebenar-benarnya dari apa yang dijual.

Shopee menjunjung tinggi adanya penggunaan izin terhadap setiap
pemakaian karya cipta orang lain. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal
9 Ayat (3) UUHC vyang menyatakan bahwa semua orang tidak
diperbolehkan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara
komersial sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Perlindungan tersebut kaitannya dengan menjunjung hak yang ada pada diri
pencipta.

Pasal 24 Ayat (2) PP 71/2019 menyatakan bahwa “Penyelenggara
Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup
prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman
dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.”
Berdasarkan hal tersebut, Shopee dalam Pusat Edukasi Penjual Shopee
memberikan panduan yang dapat diikuti oleh penjual dalam rangka
menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terkait
foto/video produk. Namun pencegahan tersebut dianggap kurang efektif
karena pencegahan hanya berupa himbauan untuk penjual namun dari
sistem Shopee belum mampu melakukan sebuah pendeteksian secara awal
pelanggaran hak cipta sebagai upaya pencegahan.

Saran pencegahan pelanggaran hak cipta dari Shopee tersebut berupa
pemberian identitas berupa watermark pada foto/video. Sehingga ketika
foto tersebut diunggah ulang oleh orang lain maka watermark tersebut
masih tercantum dalam foto produk. Namun pengunggahan ulang tetap

harus mendapatkan izin secara resmi dari penjual atau pemegang hak cipta

10



asli. Kebijakan mengenai pemberian watermark sesuai dengan aturan pada
UUHC Pasal 44 Ayat (1) di mana “Penggunaan, pengambilan,
penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau
dicantumkan secara lengkap”.

Layanan Shopee Brand IP Portal dibuat untuk melindungi
penjual/pelapor yang merasa haknya telah dilanggar oleh penjual lain.
Layanan tersebut memberikan pelayanan berupa pendaftaran produk,
pelaporan dan pengelolaan kasus. Selaras dengan Pasal 9 Ayat (3) huruf b
Permenkominfo 5/2020 yang menegaskan bahwa sistem elektronik tidak
boleh memfasilitasi penyebarluasan informasi atau dokumen elektronik
yang dilarang.

Nantinya laporan pelanggaran yang dibuat akan diselidiki oleh Tim
Shopee dan kedua pihak yang bersengketa akan diberi tahu mengenai hasil
dan tindakan selanjutnya. Prosedur dan proses berjalannya layanan Pusat
Edukasi Penjual dan Shopee Brand IP Portal berkesinambungan dengan apa
yang disebutkan dalam Pasal 28 PP 71/2019 yang menyatakan bahwa
penyelenggara sistem elektronik diharuskan memberikan edukasi terhadap
pengguna sistem elektronik. Edukasi yang dimaksud berkaitan dengan hak,
kewajiban, tanggung jawab dan prosedur pengajuan komplain.

Hal yang sama diatur dalam Permenkominfo 5/2020 Pasal 10 bahwa
untuk melakukan kewajiban “tidak menfasilitasi penyebarluasan informasi
atau dokumen yang dilarang” maka penyelenggara sistem elektronik harus
menyediakan sarana pelaporan dan layanan penyelesaian aduan. Sarana dan
layanan tersebut wajib dapat diakses dengan mudah oleh publik. Nantinya
terhadap aduan atau laporan tersebut penyelenggara sistem elektronik harus
memberikan tanggapan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan
pemberitahuan kepada pengguna mengenai aduan atau laporan yang
dilakukan. Jika terdeteksi adanya pelanggaran hak cipta, Shopee

memberikan sanksi.
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Secara garis besar, kebijakan Shopee mengenai pelanggaran hak
cipta atas penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial
di aplikasinya sudah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Adanya
kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab Shopee sebagai
penyelenggara sistem elektronik. Shopee juga menjunjung tinggi adanya
“izin’dari pencipta asli dalam setiap penggunaan foto produk. Melalui
Shopee Brand IP Portal, Shopee menawarkan adanya layanan aduan dan
pengelolaan kasus atas pelanggaran yang terjadi pada aplikasinya. Shopee
melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto produk,
meskipun pencegahan tersebut masih berupa himbauan bagi pengguna.

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan

1. Kebijakan Shopee terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan foto
produk tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dilihat pada Pusat
Edukasi Penjual. Penjual yang ingin mengetahui kebijakan dalam Pusat
Edukasi Penjual harus memiliki inisiatif sendiri untuk mengakses
kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan Shopee tidak mewajibkan atau
tidak memberi fasilitas penjual untuk membaca terlebih dahulu semua
aturan yang terdapat dalam Pusat Edukasi Penjual pada saat registrasi awal
pembukaan toko. Shopee juga menciptakan layanan berupa Shopee Brand
IP Portal sebagai tempat melakukan laporan pelanggaran yang nantinya
aduan tersebut akan ditanggapi oleh Shopee.

2. Kesesuaian antara kebijakan aplikasi Shopee dalam menanggulangi
permasalahan pelanggaran hak cipta atas foto produk secara garis besar
dan secara tekstual telah sesuai dengan aturan terkait yang ada di
Indonesia. Namun jika ditinjau dari isi Pasal 24 Ayat (2) PP 71/2019 yang
menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem
pencegahan terhadap ancaman yang menimbulkan kerugian. Maka sistem
Shopee dianggap belum mampu mendeteksi secara awal adanya
pelanggaran hak cipta karena Shopee hanya melakukan pencegahan

dengan melakukan himbauan bagi penjual pada aplikasinya.
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4.2 Saran
1. Shopee sebaiknya menampilkan ringkasan aturan penting terkait
pelanggaran hak cipta seperti penggunaan foto produk tanpa izin dengan
jelas dan wajib dibaca pada saat proses registrasi akun penjual pertama
kali. Hal ini dapat berupa aturan yang muncul, daftar cek persetujuan,
atau video singkat edukasi yang menegaskan urgensi dan konsekuensi
pelanggaran.

2. Shopee dapat melakukan melengkapi pencegahan pelanggaran hak cipta
tidak hanya dari pengguna namun dari sistemnya. Perlu penguatan sistem
verifikasi konten yaitu dengan mengembangkan teknologi atau sistem
verifikasi untuk mendeteksi foto produk yang diduga melanggar hak cipta
sebelum produk diunggah secara publik, sehingga dapat mencegah

pelanggaran sejak awal.
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